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A. PENDAHULUAN
Krisis moneter dan ekonomi pada 
tahun 1997 disusul dengan krisis politik 
nasional yang membawa musibah terbesar 
dengan terpuruknya perekonomian 
national Indonesia. Perbankan nasioanal 
termasuk korban dari terpuruknya 
perekonomian tersebut, untuk mengatasi 
hal tersebut pemerintah melakukan 
langkah-langkah melalui likuidasi dan 
penutupan bebebrapa bank dengan 
mengalihkan menjadi merger ataupun 
d e n ga n  p e n ga m b i l a l i h a n .  N a m u n  
demikian belum menyelesaikan masalah, 
sehingga muncul inisiatif pemerintah 
dengan lahirnya bank alternatif, salah 
satunya dengan membangun perbankan 
1
syari'ah.  Pada saat bank konvensional 
mengalami negatif spread, perbankan 
dengan prinsip syari'ah dengan sistem bagi 
hasi profit sharing sistem,  terhindar dari 
kerugian akibat bunga simpanan lebih 
2
tinggi dari bunga kredit.
Pada perkembangan selanjutnya 
sector perbankan syari'ah mendapat 
perhatian serius khususnya dan otoritas 
perbankan di Indonesia dalam hal iniBank 
Indonesia ,  berbagai  promosi  dan 
sosialisasi kepad masyarakat, tujuannya 
memperkuat sistem perbankan yang 
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efisien serta mendukung kebijakan sector 
moneter yang stabil  dalam memperbaiki 
perekonomian nasional pasca krisis. 
Kehadiran lembaga perbankan tersebut 
sejalan dengan meningkatnya kesadaran 
umat muslim terhadap kaidah dan Syari'ah 
Islam. Peningkatan pemahaman ini biasa 
dikatakan secara langsung maupun tidak 
langsung sebagai hasil pembangunan 
khususnya di bidang agama Fenomena ini 
menunjukan suat perubahan transformasi 
Islam, khususnya dalam perekonomian 
yang dilandasi dengan pergantian pranata 
bunga dengan menetapkan prinsip bagi 
hasil dalam rangka upaya mentaati ajaran  
3
Al-qur'an,  yang kemudian diwujudkan 
dengan berdirinya bank islam atau bank 
syari'ah sebagai diatur dalam Al-Qur'an 
4
dan Hadis.
Secara garis besar prinsip perbankan 
Islam yang lebih di kenal dengan 
p e r b a n k a n  s ya r i ' a h  b e rd a s a r k a n  
ketentuan regulasi Pemerintah nomor 
72/1992 dapat disimpulkan sebagai 
berikut :
a. Bank syari'ah dalam menjalankan 
operasionalnya berdasarkan prinsip 
bagi hasil.
b. Bank syari'ah menetapkan renumenasi 
y a n g  a k a n  d i b e r i k a n  k e p a d a  
masyarakat sehubungan dengan 
investasi dana.
c. Jumlah pembagian keuntungan antar 
bank yang berprinsip bagi hasil dengan 
para nasabah akan ditentukan 
berdasarkan kesepakatan yang telah 
dibuat dalam kontrak tertulis antar 
kedua pihak. 
d. Bank berprinsip syari'ah bertugas 
5
mengawasi produk perbankan Islam.  
 Dari segi formulasinya Undang-
Undang  Nomor 10 Tahun 1998 dalam 
pasal 1 ayat (12) menentukan bahwa 
pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu dengan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
yang dibiayai untuk mengembalikannya 
setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan atau bagi hasil. Bank konvensional 
pun turut membuka cabang perbankan 
syrai'ah, karena padaat terjadi krisis bank 
syari'ah dapat bertahan. Akibatnya dalam 
perspek lain penerapan seperti ini adalah 
disebut dengan dual  banking  sistem, 
secara paral lel  diharapkan dapat  
menciptakan diversifikasi pelayanan 
bisnis keungan di sektor perbankan untuk 
mencapai segenap masyarakat dengan 
berbagai produk pilihan dari berbagai 
bank, seperti bank konvensioanal dengan 
sistem bunga (interest fee) dan bank 
syari'ah dengan skema bagi hasil (Profit 
and loss Sharing). Suatu prospek bahwa 
bank syari'ah dapat berkembang sebagai 
bank universal  yaitu bank umum 
(comersial banking) dan bank yang 
melakukan kegiatan usaha/investasi 
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(investmen banking).  Ada dua peraturan 
hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 
1972, dimana bank syari'ah dipahami 
sebagi bank yang menrapkan prinsif bagi 
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hasildan selebihnya harus tunduk pada 
peraturan perbankan umum yang berbasis 
konvensional. Akibatnya banyak produk 
d a n  m a n a j e m e n  p e r b a n ka n  ya n g  
mengadopsi perbankan konvensioanal 
yang di syari'ahkan, sehingga perbankan 
syari'ah mengalami kehilangan makna dan 
jati diri sebagi bank syari'ah dan 
kebutuhan masyarakat tidak terakomodasi 
serta produk yang ada, tidak kompetitif.
M e l i h a t  f e n o m e n a  t e r s e b u t ,  
p e m e r i n t a h  m e n e t a p k a n  s u a t u  
kebijaksanaan dengan mengeluarkan 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 
Tentang Perbankan. Salah satu hasil 
kebijasanaan sebagai amanat peraturan 
perundang-undangan tersebut terdapat 
dalam pasal 1 ayat (13) menetapkan bahwa 
kegiatan bank syari'ah harus menuntut 
aturan perjanjian hukum Islam dalam 
membuat perjanjian antar bank dan pihak 
lain terhadap pengelolaan dana pihak 
ketiga, harus sesuai dengan syari'ah yaitu 
produk mudharabah,  (bagi hasil ,)  
musyarakah,  (penyertaan modal) ,  
mubarahah, (prinsip jual beli dengan 
keuntungan barang dengan mengambil 
keuntungan dan barang atau jasa yang di 
jual) ijarah, (pembiyaan berdasarkan sewa 
murni), dan terakhir adalah ijarah wal 
iktina (pemindahan kepemilikan barang 
yang disewa pihak bank oleh pihak yang 
lain).
Kehadiran Undang-undang Nomor 10 
Ta h u n  1 9 9 8  m e n u n j u k a n  b a h w a  
pemerintah melalui bank Indonesia 
member kesempatan  yang seluas-luasnya 
kepada masyarakat untuk mendirikan 
bank berdasakan prinsip syari'ah dan 
sekaligus menampung aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat muslim yang 
selama ini menginginkan adanya bank 
syari'ah. Selain itu membuka pula kepada 
bank konvensioanl untuk membuka secara 
khusus kantor cabang syari'ah dengan 
tidak mencampur modal kerja dan 
akuntansinya. Disamping itu pula memberi  
kesempatan kepada bank asing untuk 
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mengikuti sistem syari'ah di Indonesia.   
Yang mengkuatkan keberadaan perbankan 
syari'ah adalah keluarnya Undang-undang  
Nomor 21 tahun 2008   Tentang Perbankan 
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Syari'ah.  Meskipun perbankan syari'ah 
sudah mulai beroprasi, namun dalam 
penegakan hukum pelaksanaannya masih 
menyimpan permasalahan seperti  
bagaimana terjadi terhadap bank yang 
menerapkan dual banking sistem, yaitu 
dimana bank menjalankan dengan cara  
konvensional dan prinsif syari'ah. 
Persoalan hukum itu terlihat dimana  bank 
tersebut memungkinkan melanggar 
ketentuan perbankan yang berlaku dan 
juga tingkat kesehatan bank yang 
bersangkutan, dan dari segi oprasionalnya 
permasahan hukum dapat terjadi   
misalnya seperti transaksi perpajakan atas 
akad jual-beli yang mengakibatkan sistem 
double taxation  yaitu pajak yang timbul 
atas penjualan yang dilakukan oleh 
nasabah disamping pajak penghasilan. 
Akibatnya memunculkan persoalan baru 
dimana nasabah bank syari'ah akan 
menanggung bebean yang lebih tinggi 
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ketimbang nasabah bank konvensional. 
Hal ini mengurangi daya saing bank 
syari'ah, seperti hanya akad pembiayaan 
dipersepsikan sebagi pinjam-meminjam, 
bank tidak boleh meminta imbalan kecuali 
biaya administrasi .  Namun dalam 
oprasional bank syari'ah, akad ini 
dikenakan pajak yang dibenankan kepada 
si peminjam (penerima qaradh).
 Pelaksanaan  tersebut menghilangkan 
makna sosial Islam, yang bersifat tolong-
menolong, rasa keadilan, kerelaaan dan 
persamaan. Implementasi opersional 
perbankan tersebut menunjukan bahwa 
bank syari'ah untuk sementara dianggap 
tidak mampu dan berdaya menghilangkan 
bunga riba. Apabila tidak ada tindakan dan 
pengawasan Bank Indonesia maka akan 
menambah citra buruk bagi bank syari'ah 
yang dianggap sebagi labelisasi Islam saja. 
M e n g i n g a t  k e p a s t i a n  h u k u m  
perbankan syari'ah dalam Undang-undang 
Nomor 21 Tahun 2008  Tentang Perbankan 
maka pokok-pokok permasalahan yang  
perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 
Bagaimana Mengenai eksistensi hukum 
perbankan syari'ah di Indonesia, dan 
bagaimana penegakan hukum perbankan 
syari'ah di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
memahami mengenai eksistensi hukum 
perbankan syari'ah di Indonesia, dan untuk 
mengetahui bagaiamana penegakan 
hukumnya.
Metode penelitian yang digunakan 
adalah sosio yuridis, penulis berusaha 
meneliti prinsif hukum perbankan syari'ah 
dari Al-qur'an dan Hadis serta pendapat 
para ulama, selanjutnya penulis berusaha 
menggali peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia dengan 
penelaahan melalui studi kepustakaan. 
Pengumpualan data dengan dua sumber 
yaitu : pengumpulan bahan hukum: 
s e k u n d e r,  p r i m e r,  t e r t i e r.  D a n  
pengumpulan data yang diperoleh dari 
lapangan secara wawancara, pengamatan 
lapangan dianalisis secara kualitatif.
B. PEMBAHASAN
Perkembangan bank syari'ah di 
Indonesia tidak lepas dari situasi politik 
yang melingkup kehadirannya dan 
masalah yuridis berkenaan dengan 
persentuhan antara hukum syari'ah 
(Islam)dengan hukum nasional dan 
hukum barat. Pembangunan syari'ah 
dipengaruhi oleh pemikiran dan upaya 
para ulama dan para ahli ekonomi Islam 
baik secara individu maupun intitusional 
serta perkembangan dan kemajuan 
perbankan syari'ah di dunia internasional. 
Eksistensi perkembangan syari'ah ada 
h u b u n g a n n y a  d e n g a n  e k s i s t e n s i  
Pengadilan Agama, hal ini bukan karena 
masalah perkara perbankan syarai'ah 
menjadi wewenang pengadilan agama, 
namun fluktuasi penerapan syari'ah dalam 
berbagai aspek hukum dapat juga ditelaah 
dari fluktuasi kewenangan pengadilan 
agama.
Perbankan syari'ah pertama kali 
disebut dalam Undang-undang Nomor 7 
tahun 1992 Tentang perbankan yang 
mengubah Undang-undang nomor 14 
Tahun 1967 Tentang pokok perbankan. 
Kemudian dilkeluarkan Peraturan 
Pemerintah nomor 72 Tahun 1992 
diamandemen dengan Undang-undang No 
10 Tahun 1998, kemudian Bank Indonesia 
Tahun 1999 mengeluarkan ketentuan 
proses pendirian dan jaringan bank 
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syari'ah (BUS), membuka Unit Usaha 
Syari'ah (UUS), pendirian kantor cabang 
syari'ah (KCS), dan pembukaan bank 
Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Dan 
tahun 2004  Bank indoensia mengeluarkan 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 
6/24/2004 tentang Perluasan Unit Usaha 
Syari'ah khususnya bagi bank umum, dan 
tanggal 9 Januari 2004 Gubernur Bank 
Indonesia mengumumkan implementasi 
9
Arsitektur Perbankan Indonesia atau API.
P e r k e m b a n g a n  b a n k  s y a r i ' a h  
mengalami suatu yang fenomenal dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 
10
Syari'ah.  Karakter khas perbankan 
syari'ah tidak lepas dari karakter hukum 
Islam yang beda dengan sistem hukum 
l a i n n y a ,  d i a n t a r a  p e r b e d a a n n y a  
adalah:hukum Islam mengenal dua macam 
sumber hukum yang bersifat naqly yang 
bersumber pada Al-quran dan As-sunnah, 
dan bersifat  aqly  yang bersumber pada 
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upaya ijtihad manusia,  dituangkan 
didalam berbagai peraturan perundang-
undangan dan kitab-kitab fiqh. Sumber 
hukum ini juga berperan dalam perbedaan 
pendapat di antara ahli hukum Islam, 
namun demikian hakikat perbedaan 
a d a l a h  s a t u  p e r s a m a a n  u n t u k  
mewujudkan penegakan hukum.
Abdul Manan, berpendapat  mengenai 
ijtihad dalam pembeharuan hukum Islam 
meliputi dua hal Pertama, ketegasan agama 
dalam menyebutkan suatu persoalan 
hukum. hukum yang tersirat dari jiwa dan 
semangat nash dengan memeriksa terlebih 
12
dahulu apakah yang menjadi illat hukum.  
Menurut Syahrastani, hukum ijtihad 
termasuk fardhu kifayah, bukan fardhu ain, 
artinya apabila sudah ada satu orang yang 
telah melaksanakan ijtihad, maka gugurlah 
kewajiban bagi orang lain. Sebaliknya 
apabila seluruh penduduk dalam suatu 
masa tidak melakukan ijtihad maka 
mereka akan dekat dengan kebahayaan, 
alasanya adalah hukum syara, maksudnya 
adalah yang ijtihadi sebagai musabab, 
sangat tergantung pada ijtihad sebagai 
sebab, apabila sebabnya itu tidak 
dilaksanakan, hukum tersebut akan 
menjadi kosong dan seluruh tindakan 
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serta  pendapat menjadi salah.  Agar ini 
berarti kebutuhan kepada sosok mujtahid 
sangat diperlukan, malah menutup diri 
dari ijtihad mengakibatkan kemunduran 
dan keterbelakangan.
Berkaitan dengan hal di atas, mengenai 
hukum perbankan syari'ah termasuk 
dalam rumpun hukum muamalat, yaitu 
hasil dari ijtihad. Aplikasi dan modeifikasi 
dalam bidang hukum muamalat sangat 
dimungkinkan, karena pada dasarnya 
tidaklah ada syari'ah yang bersifat 
absolute, mutlak dan berlaku untuk segala 
dhuruf. (waktu,tempat, dan keadaan) 
kareananya dibutuh ijtihad. Dalam hokum 
islam terdapat istialah disebut asy syari'ah 
yang berisi maksud atau tujuan dari yang 
14
disyariatkan itu.  Guna mencapai tujuan 
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itu syari'at Islam ada yang bersifat dinamis 
dalam arti  dapat  berubah sesuai  
kebutuhan. Dalam bidang perbankan 
rambu-rambu yang harus dipenuhi adalah 
adanya unsur bunga atau riba, maysir (judi) 
gaharar (tidak pasti). Sedangkan transaksi 
dalam bank syari 'ah t idak boleh 
mengandung riba, maysir, gharar, zalim, 
risywah, barang haram, dan maksiat. 
Dalam penjelasan pasal 2 ayat (3). 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 
7 / 4 6 / P B L / 2 0 0 5  Te n t a n g  A k a d  
berdasarkan prinsip syari'ah sebagai 
berikut:
1. Riba adalah dengan pengambilan 
tambahan, baik dalam transaksi jual 
beli maupun pinjam-meminjam secara 
batil atau bertentangan dengan ajaran 
Islam. 
2. Maysir  adalah  transaksi  yang  
mengandung unsur penjudian,  
untung-untnungan  atau spekulatif 
yang tinggi.
3. Gharar  adalah transaksi  yang 
mengandung tipuan dari salah satu 
pihak sehingga pihak yang lain 
dirugikan.
4. Zalim adalah tindakan atau perbuatan 
yang mengakibatkan kerugian dan 
penderitaan pihak lain.
5. Risywah adalah tindakan suap dalam 
bentuk uang, fasilitas, atau bentuk 
lainnya yang melanggar hukum 
sebagai upaya mendapatkan fasilitas 
a t a u  ke m u d a h a n  d a l a m  s u a t u  
transaksi.
6. Barang haram dan maksiat adalah 
barang atau transaksi yang dilarang 
d i m a n fa a t ka n  a t a u  d i g u n a ka n  
menurut hukum Islam.
Karakteristik oprasi bank syari'ah 
melarang bunga, yang bersifat tidak 
transparan atau spekulatif. Jasa dan 
layanan perbankan telah menyatakan 
cukup kuat dan kemajuan teknologi 
dimanfaatkan untuk mencapai beragam 
fasilitas pelyanan nasabah diantaranya 
seperti : ATM, debit card, dan Credit card. 
Peluang ini tentunya tidak bisa diabaikan, 
supaya bank syari'ah tidak ketinggalan 
bank yang lainnya.
Prinsip-prinsip yang terdapat dalam 
bank syari'ah, menurut Muhammad Syafi'I 
Antonio adalah :
1. Prinsip bagi hasil (profit and loss 
sharing) yang dapat dilakukan dalam 
empat akad utama yaitu :
(1) Al-Musyarah (partnership, project 
financing participation)
(2) Al-Mudharabah (trust financing, 
trust investment)
(3) Al-Muzara'ah (harvest, yield profit 
sharing)
(4) A l - M u s a q a h  ( p l a n t a t i o n  
management fee based on certain 
portion of yield)
Yang paling banyak dipakai adalah   
prinsip Al-Musyarakah dan Al-
Mudharabah.  
2. Prinsip jual beli (sale and purchase)  
Ada tiga jenis jual beli yang telah 
b a nya k  d i ke m b a n g k a n  s e b a g i  
sandaran pokok dalam pembiayaan 
perbankan syari'ah yaitu :
(1) Al-Murabahah (deffered payment 
sale)
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(2) As-Salam (in­front payment sale)
(3) Al-Istisna (purchase by order or 
manufacture)
3. Prinsip Sewa (Lease)
Terbagi dalam dua jenis yaitu :
(1) Al-Ijarah (operational lease)
(2) Al-Ijarah Al-Muntahia Bit–Tamlik 
(financial lease with purchase 
option)
4. Prinsip Jasa (fee­based services)
Yaitu pembiayaan dalam bentuk Al-
qardh (soft and benevolent loan) bank 
syari'ah dalam menjalankan usahanya 
minimal mempunyai lima prinsip 
operasional yaitu :
(1) Prinsip simpanan murni
P r i n s i p  s i m p a n a n  m u r n i  
m e r u p a k a n  f a s i l i t a s  y a n g  
diberikan bank syari'ah untuk 
memberikan kesempatan kepada 
pihak yang mempunyai kelebihan 
dana untuk menyimpan dananya 
dalam bentuk al­wadiah, dan  
faslitas al-wadiah biasa diberikan 
untuk tujuan keamanan dan 
pemindah bukuan, bukan untuk 
t u j u a n  i n v e s t a s i  g u n a  
m e n d a p a t k a n  k e u n t u n g a n  
sepertti halnya tabungan atau 
deposito.
Kalau dalam bank konvensional 
al­wadiah disamakan dengan giro.
(2) Bagi Hasil
Sistem ini adalah suatu sistem 
yang meliputi tata cara pembagian 
hasil usaha antara penyedia dana 
dengan pengelola dana, maupun 
antara bank dengan nasabah 
penerima dana. Bentuk produk 
berdasarkan prinsip ini disebut 
Mudharabah dan musyarakah.  
Lebih jauh prinsip mudharabah 
dapat dipergunakan sebagai dasar 
baik untk prodik pendanaan 
(tabungan dan deposito) maupun 
p e m b i a y a a n .  S e d a n g k a n  
musyarakah hanya untuk produk 
pembiayaan.
(3) Prinsip jual beli dan margin 
keuntungan
Prinsip ini merupakan suatu 
sistem yang menerapkan tata cara 
jual beli, bank akan membeli 
terlebih dahulu barang yang 
dibutuhkan oleh nasabah atau 
mengangkat nasabah sebagai 
agen bank, dan nasabah dalam 
kapasitasnya sebagai  agen 
melakukan pembelian barang atas 
nama bank, kemudian bank 
menjual barang terebut kepada 
nasabah, dengan harga sejumlah 
harga beli di tambah keuntungan 
(margin/mark up).
(4) Prinsip Sewa 
Garis besarnya sebagai berikut 
1. Ijarah (sewa murni) seperti 
halnya bank menyewakan 
traktor dan alat produk 
lainnya (operating lease) 
kepada nasabah.
2. Bai al takjiri (sewa beli)
 P e n y e w a / n a s a b a h  
m e m p u n ya i  h a k  u n t u k  
memiliki barang pada akhir 
masa sewa (financial lease)
3. Prinsip fee (jasa)
Prinsip ini meliputi seluruh 
layanan non-pembiayaan 
yang diberikan bank.  Bentuk 
produk yang berdasarkan 
prinsip ini antara lain al-
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kafalah,  al-hawalah,  al-
wakalah,al-qardh, ar-ran, dan 
lain lain. 
Pada sistem operasi bank 
s ya r i ' a h ,  p e m i l i k  d a n a  
menanamkan uang di bank 
t i d a k  d e n g a n  m o t i f  
mendapatkan bunga, tapi 
dalam rangka mendapatkan 
keuntungan bagi hasil. Dana 
nasabah tersebut kemudian 
d i s a l a u r k a n  k e p a d a  
m a s y a r a k a t  y e n g  
membutuhkan untuk modal 
usaha, dengan perjanjian 
p e m b a g i a n  ke u n t u n ga n  
sesuai kesepatan.
 Hal itu dilihat dari segi kehidupan akan  
membawa suatu kemaslahatan, baik 
kemaslahatan dari segi pengaruhnya atas 
kehidupan umat manusia, dalam ikatan 
ke l u a rga  d a n  p e r s a u d a ra a n  a t a u  
kemaslahatan dari segi hubungannya 
dengan kepentingan umum dan individu 
dalam masyarakat, dan atau bahkan 
kemaslahatan yang bersifat universal dan 
menyangkut  kepentingan kolekti f  
(kulliyah) dan kemaslahatan yang 
menyangkut kepentingan individual 
(farduyyah), hal tersebut didasarkan 
kepada suatu prinsip umum hukum Islam, 
yaitu bahwa semua manusia berada dalam 
suatu ketetapan yang sama, yaitu 
ketetapan Tauhid yang dinyatakan dalam 
kalimat  Laa “ila'ha Illal lah, (tiada Tuhan 
15
selain Allah SWT).
 Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, 
m a k a  p e l a k s a n a a n  h u k u m  I s l a m  
merupakan ibadah, ibadah dalam arti 
penghambaan manusia dan penyerahan 
dirinya kepada Allah SWT sebagai 
m a n i f e s t a s i  p e n g a k u a n  a t a s  k e -
M a h a e s a a n - N ya  d a n  m a n i f e s t a s i  
kesyukuran kepada-Nya. Prinsip ini 
menghendaki dan mengharuskan manusia 
untuk menetapkan hukum sesuai dengan 
apa yang diturunkan Allah SWT yaitu Al-
Quran, hal ini jika dilihat dari illat hukum 
Islam yang berarti hikmah,  atau manfaat 
yang nayta atau menolak kekerasan, maka 
berkaitan dengan kaidah hukum : Yagh 
yiirul ahkami  bitghoirul aj' minati  wal al 
am kinatiwal ni yaati wal ghowaa i'di 
“Perubahan hukum itu terjadi karena 
perubahan waktu dan ruang, nia serta 
manfaat”.
Prinsip Tauhid merupakan dasar bagi teori 
Al­Maslahah Al­Mursalah yaitu, mencari 
manfaat karena Allah SWT. seperti yang 
dikemukakan Al-Ghazali  juga para ulama 
lainnya, terdapat manfaat yang tercakup 
dalam tujuan syara. lebih mengutamakan 
kemaslahatan dibanding kemadhoratan 
dalam kehidupan keluarga dan al-arham 
(silaturahmi), hukum Al-Quran tidak kaku. 
Al-Maslahah  al-mursalah  sebagai  cara   
berijtihad mempunyai kekuatan yang 
mementingkan kenyamanan terhadap 
semua pihak, termasuk dalam penegakan 
hukum perbankan syari 'ah untuk  
memelihara harta. Mengenai memelihara 
harta ini termasuk ke dalam tujuan Islam 
16
yang dikembangkan oleh Imam al-Syatibi,  
bahwa tujuan hukum Islam adalah 
(maqashid al­syari'ah), dikenal dengan 
lima hal atau al-maqashid al-khamsah 
17
yaitu:
1. Memelihara agama (Hifdz al­Din) yang 
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dimaksud agama, adalah dalam arti 
18
sempit atau ibadah makhdoh,   suatu 
hubungan manusia dengan Allah SWT, 
di dalamnya ada aturan hukum 
mengenai syahadat, shalat, zakat, 
saum, haji dan aturan lainnya yang 
meliputi hubungan manusia dengan 
Allah SWT, dan larangan yang 
meningggalkannya.
2. Memelihara diri (Hifdz al-Nafs), 
menjaga diri dari perbuatan yang 
merugikan diri dan orang lain, 
hukumnya adalah wajib.
3. M e m e l i h a r a  d a n  k e h o r m a t a n  
keturunan (Hifdz  al-nas/irdl) seperti 
aturan-aturan tentang pernikahan, 
l a r a n g a n  p e r z i n a h a n ,  d a n  
mengutamkan musyawarah.
4. Memelihara harta (Hifdz al-mal) 
termasuk didalamnya larangan untuk 
mencuri dan menghasab harta orang 
lain.
 Memelihara akal (Hifdz al-Aql), 
termasuk didalamnya memelihara untuk 
t i d k  m i n u m - m i n u m a n  y a n g  
memabukan/minuman keras serta 
kewajiban untuk menuntut ilmu. Lima hal 
19
tersebut ditambahkan oleh A.Djazuli.  
bahwa harus ada sifat memelihara umat 
( H i fd z  a l ­ u m m a h )  ya i t u  m e n j a ga  
kerukunan hidup berkeluarga dan 
bermasyarakat.
 Pe n e g a k a n  h u k u m  p e r b a n k a n  
memerlukan kebijaksanaan tersrtuktur 
secara pelan-pelan berdasarkan kesadaran 
h u ku m  d a n  t i n gka t  p e n g e t a h u a n  
masyarakat sejalan dengan kebjiaksanaan 
hukum Islam yang di kemukakan Ictyanto  
20
yaitu :  kebijaksanaan tasryrik dan 
kebjaksanaan taklif.
 Kebijaksanaan tasyrik menyangkut  
pengundangan suatu aturan hukum 
Allahdan Rasul sesuai dengan situasi dan 
kondisi masyarakat. Kalau masyarakat 
belum matang untuk menerima Islam 
suatu ketentuan hukum, maka di buat 
suatu ketentuan hukum yang ringan. Kalau 
masyarakat telah menerima hukum Islam 
dengan kesadaran, maka ditingkatkan 
ketentuan hukum yang sesuai dengan 
hakikat manusia. Sebagai contoh : 
mengenai hukum larangan minuman 
keras, wahyu pertama mengatakan bahwa 
kers itu ada manfaatnya, dan ada dosanya 
(madhorotnya) namun dosanya lebih 
21
besar (QS. 2:219).  Kemudahan setelah 
ke s a d a ra n  h u ku m  p a ra  s h a h a b a t  
meningkat, turun wahyu yang kedua yang 
b e r i s i  k e t e n t u a n  b a h w a  k a l a u  
mengerjakan shalat jangan minum-
22
minuman keras. (QS. 4:43).   Wahyu yang 
ketiga turun setalah kesadaran hukum 
para shabat cukup tinggi, dikatakan bahwa 
berjiudi minum-minuman keras adalah 
23
haram. (QS.5:90-91).
Kebijaksanaan taklif mengenai suatu 
kebijakan hukum Islam dalam penerapan 
suatu ketentuan hukum terhadap manusia 
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sabagai mukallaf, (subjek hukum) dengan 
melihat siatuasi dan kondisi pribadi 
manusia itu, yaitu melihat kepada 
kemampuan fisik dan rohani (sudah 
dewasa), mempunyai kebebasan dan akal 
sehat, disamping mempunyai kondisi 
pribadi yang sangat khusus ada padanya.  
Oleh karena itu dalam kebijaksanaan taklif, 
hukum suatu perbuatan bagi seseorang 
dapat berbeda dengan hukum perbuatan 
itu bagi orang lain. Contohnya mencuri, 
ketentuan hukum mengatakan bahwa 
pencuri peempuan atau laki-laki dipotong 
24
tangannya, (QS.5:38).  tetapi zaman Umar 
Bin Khaththab, potong tangan tidak 
dilaksanakan, karena melihat situasi dan 
kondisinya, yaitu melakukan pencurian 
karena kelaparan,  dan situasinya 
kemiskinan meraja lela, namun yang kaya 
tidak ada rasa kasihannya. 
Dua kebjikasanaan tersebut dalam 
hukum Islam dikembangkan  untuk tujuan 
kemaslahaan hukum.
Mengenai kemaslahatan ini menurut A. 
25
Djazuli,  ada tiga macam yaitu : 
1. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh 
Al-Quran atau As-Sunnah, hal ini 
disepakati para ulama, contohnya 
seperti hifdzu nafsi, hifdzu mal dan 
lainnya.
2. Kemaslahatan  yang bertentangan 
dengan nash syara yang qoth'i namun 
jumhur ulama menolak kemaslahatan 
ini kecuali Najmudin Athifi dari 
mazhab Maliki.
3. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan 
oleh syara, tapi tidak ada  dalil yang 
menolaknya, inilah yang dimaksud 
dengan Al­Mursalah. Namun bentuk ini 
t i d a k  s e m u a  u l a m a  d a p a t  
menerimanya.
Kegunaan Al­Maslahah Al­Mursalah 
adalah diperlukan untuk kehati-hatian 
sebab jika tidak akan mengakibatkan 
cenderung mengikuti hawa nafsu belaka, 
karenanya diperlukan syarat-syarat 
tertentu seperti disebutkan Wahab 
26 27
khalaf,  dan Abu Zahrah , yaitu :
1. Al-Masalahah Al-mursalah tidak 
bertentangan dengan, dalil-dalil kulli 
semangat ajaran Islam dan dalil-dalil 
juz'i yang qath'i wurudl dan dalalahnya.
2. Ke m a s l a h a t a n  te r s e b u t  h a r u s  
meyakinkan,  dalam arti  harus  
pembahasan dan penelitian yang 
rasional serta mendalam, sehingga 
yakin akan memberikan manfaat atau 
menolak kemadharatan.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan 
kesulitan yang wajar
Perbankan syari'ah dilihat dari 
kemaslahatannya mempunyai prospek, 
namun demikian diperlukan dukungan 
dari semua unsur termasuk sumber daya 
manusianya, sehingga dalam penegakan 
hukum bank syari'ah sesyau dengan apa 
yang diharapkan semua pihak tidak hanya 
orang muslim Indonesia, tetapi secara 
keseluruhan masyarakat Indonesia.
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C.  PENUTUP 
M e n g e n a i  e k s i s t e n s i  h u k u m  
perbankan syari'ah di Indonesia, kepastian 
hukumnya sudah jelas yaitu: Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008  Tentang 
Perbankan Syari'ah berpegang pada 
prinsip  tauhid,  suatu ketaatan pada 
aturan Tuhan seperti disebut dalam Al-
Quran surat dalam An-Nisa:(59)  mengenai 
kemestian ketataatan pada hukum Tuhan 
tidak boleh saling mengtuhankan sesama 
manusia dan atau sesama makhluk lainnya 
termasuk mengtuhankan harta, namun 
diwajibkan memelihara harta, menjaga 
hubungan baik dalam pemeliharaan  harta. 
Dalam rangka mendapatkan keadilan 
dengan penuh hikmah, serta mengandung 
aspek manfaat. dengan kesadaran dan 
kesabaran hukum, sesuai dengan kaidah 
hukum(fqh) bahwa : “Perubahan hukum itu 
terjadi karena perubahan waktu ruang, niat  
serta  manfaat” dan menjadi tangggung 
jawab negara untuk mengaturnya, dalam 
realisasinya negara sudah mengatur dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. 
Penegakan hukum perbankan syari'ah 
di Indonesia mesti berprinsif pada Tauhid 
yang merupakan dasar dari aplikasi 
operasionalnya perbankan dan dengan 
menggunakan teori Al­Maslahah Al­
Mursalah diuapayakan mencari manfaat 
k a re n a  A l l a h  S W T.  s e p e r t i  ya n g  
dikemukakan Al-Ghazali  juga para ulama 
lainnya, terdapat manfaat yang tercakup 
dalam tujuan syara, dimana Al-Maslahah  
al-mursalah sebagai cara berijtihad   
mempunyai kekuatan yang mementingkan 
kenyamanan terhadap semua pihak, 
karenanya perbankan syari'ah tidak boleh 
sama dengan bank konvesional, harus 
mempunyai ciri khas sebagai bank 
berdasarkan hukum Islam, 
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